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I. PENDAHULUAN. 
 
Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045 
dicabut pada pukul pukul 11.06 WIB dan selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan 
memimpin pembahasan DIM RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) Tahun 2025--2045 yang bersifat Substansi dimulai dari DIM Nomor 
79 dan seterusnya. 

 
 

II. KESIMPULAN. 
 
Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025--2045, 
menyetujui/menyepakati:  

1. DIM No. 79 disetujui usulan setiap fraksi diterima pemerintah dan akan disesuaikan 
di Timus/Timsin; 

2. DIM No. 80 disetujui Tetap; 

3. DIM No. 85 disetujui Tetap; 

4. DIM No. 86 disetujui dirubah sesuai usulan F-PDIP terkait periodesasi; 

5. DIM No. 92 disetujui Tetap; 

6. DIM No. 93 disetujui Tetap; 

7. DIM No. 94 disetujui Tetap dan ditambahkan penjelasan usulan F-PDIP; 

8. DIM No. 96 disetujui Tetap dan ditambahkan kepenjelasan usulan F-PKS; 

9. DIM No. 97 disetujui Tetap; 

10. DIM No. 98 disetujui Tetap; 

11. DIM No. 100 dipending menunggu rumusan baru; 

12. DIM No. 103 disetujui Tetap; 

13. DIM No. 105 disetujui Tetap; 

14. DIM No. 106 disetujui sesuai usulan F-PKS dan DPD, frasa wajib akan diserahkan 
ke ahli Bahasa; 

15. DIM No. 110 disetujui Tetap; 

16. DIM No. 112 disetujui Panja dibuatkan ayat terkait delegasi sanksi dalam Perpres.;  

17. DIM No. 113 disetujui judul Bab konsisten dengan DIM No. 6; 

18. DIM No. 115 disetujui Tetap; 

19. DIM No. 116 disetujui Panja DIM 116-117 digabung menjadi 1, dibawa ke 
Timus/Timsin; 
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20. DIM No. 117 disetujui Panja DIM 116-117 digabung menjadi 1, dibawa ke 
Timus/Timsin; 

21. DIM No. 118 disetujui Panja DIM 118, 119, 120, dan 121 digabung menjadi 1, 
dibawa ke Timus/Timsin; 

22. DIM No. 119 disetujui Panja DIM 118, 119, 120, dan 121 digabung menjadi 1, 
dibawa ke Timus/Timsin; 

23. DIM No. 120 disetujui Panja DIM 118, 119, 120, dan 121 digabung menjadi 1, 
dibawa ke Timus/Timsin; 

24. DIM No. 121 disetujui Panja DIM 118, 119, 120, dan 121 digabung menjadi 1, 
dibawa ke Timus/Timsin; 

25. DIM No. 126 disetujui Tetap; 

26. DIM No. 128 disetujui Panja DIM 128-131 digabung menjadi 1, dibawa ke 
Timus/Timsin; 

27. DIM No. 129 disetujui Panja DIM 128-131 digabung menjadi 1, dibawa ke 
Timus/Timsin; 

28. DIM No. 130 disetujui Panja DIM 128-131 digabung menjadi 1, dibawa ke 
Timus/Timsin; 

29. DIM No. 131 disetujui Panja DIM 128-131 digabung menjadi 1, dibawa ke 
Timus/Timsin; 

30. DIM No. 136 disetujui Tetap; 

31. DIM No. 138 disetujui Panja akan dirumuskan bersama DIM 138, 140, 141, dan 
142 terkait pengendalian dan evaluasi. Disesuaikan dengan UU SPPN frasa 
“evaluasi dan pengendalian” menjadi “pengendalian dan evaluasi”.; 

32. DIM No. 140 disetujui Panja akan dirumuskan bersama DIM 138, 140, 141, dan 
142 terkait pengendalian dan evaluasi. Disesuaikan dengan UU SPPN frasa 
“evaluasi dan pengendalian” menjadi “pengendalian dan evaluasi”.; 

33. DIM No. 141 disetujui Panja akan dirumuskan bersama DIM 138, 140, 141, dan 
142 terkait pengendalian dan evaluasi. Disesuaikan dengan UU SPPN frasa 
“evaluasi dan pengendalian” menjadi “pengendalian dan evaluasi”.; 

34. DIM No. 142 disetujui Panja untuk ayat (3) perubahan RPJMN yang tidak sesuai 
dengan RPJPN harus konsultasi dengan DPR dengan melibatkan DPD.; 

35. DIM No. 145 disetujui Tetap; 

36. DIM No. 148 disetujui Panja “sampai dengan RKP Tahun 2024”; 

37. DIM No. 150 disetujui konsisten dengan DIM No. 6; 

38. DIM No. 161 disetujui Tetap; 

39. DIM No. 173 disetujui Panja sesuai usulan FPDI-P; 

40. DIM No. 181 disetujui Panja usulan FPG; 
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41. DIM No. 192 disetujui Tetap; 

42. DIM No. 194 disetujui Panja usulan FPG; 

43. DIM No. 230 disetujui usulan F-PDIP; 

44. DIM No. 255 disetujui Tetap; 

45. DIM No. 256 disetujui Tetap; 

46. DIM No. 257 disetujui Tetap; 

47. DIM No. 258 disetujui Tetap; 

48. DIM No. 265 disetujui Tetap; 

49. DIM No. 58 dirubah frasa menuju menjadi menurun; 

50. DIM No. 4 disetujui kata Nusantara kembali menjadi NKRI; 

51. DIM No. 73 disetujui terkait megatren masuk kepenjelasan. 

 
III. PENUTUP. 

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 ditutup pukul 
15.39 WIB. 

 

  Jakarta, 3 JULI 2024 
AN. KETUA RAPAT/ 

SEKRETARIS, 
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